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BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat
ditarik kesimpulan dari penelitian yakni sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai pemberian jaminan sosial bagi TNI, dalam Undang-
Undang SJSN dinyatakan bahwa pemberian jaminan sosial bagi TNI
diselenggarkaan oleh PT ASABRI. Setelah diberlakukannya Undang-Undang
BPJS, PT ASABRI perlu bertransformasi ke BPJS sesuai ketentuan Pasal 57
Huruf e dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang BPJS. Peralihan atau
transformasi PT ASABRI ke BPJS berdasarkan Pasal 57 Huruf e dan Pasal 65
Ayat (1) Undang-Undang BPJS tersebut setelah adanya Putusan MK nomor
6/PUU-XVIII/2020 dianggap inkonstitusional atau bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar 1945. Implikasi dari amar putusan tersebut
mengakibatkan pengaturan mengenai badan penyelenggara jaminan sosial yang
semula diatur oleh Undang-Undang BPJS, dimana terdapat kewajiban PT
ASABRI bergabung ke dalam BPJS dianggap inkonstitusional dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan dinyatakan Pasal 57 Huruf e dan
Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang BPJS inkonstitusional maka, penyelenggara
jaminan sosial yang seharusnya satu pintu di bawah BPJS hal tersebut tidak
dapat terlaksana. Maka, dengan batalnya perpindahan ASABRI ke BPJS

menimbulkan ketidakadilan bagi para pekerja yang lainnya. Karena, dengan
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batalnya perpindahan tersebut TNI dianggap memiliki privilage atau hak
istimewa dibandingkan pekerja pada umumnya.
. Kedudukan jaminan sosial bagi pensiun TNI setelah dikeluarkannya Putusan
MK nomor 6/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Pasal 57 Huruf e dan Pasal 65
Ayat (1) inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka setelah putusan MK
langsung bersifat final dan tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan.
Hal tersebut dikarenakan putusan MK memiliki asas atau prinsip final and
binding. Prinsip final and binding itu sendiri terdapat di dalam Pasal 10 Ayat (1)
Undang-Undang MK yang menyatakan bahwa:
“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah
Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan
dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan
Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan
hukum mengikat (final and binding).”
Selain prinsip final and binding putusan MK juga mengenal asas erga omnes,
asas tersebut merupakan putusan MK setelah diucapkan berlaku bagi setiap
individu, orang atau lembaga negara tanpa terkecuali atau dengan kata lain
berlaku secara umum. Karena putusan MK mengenal 2 prinsip tersebut dalam
perkara nomor 6/PUU-XVIII/2020 yang salah satu amar putusannnya
menyatakan Pasal 57 Huruf e dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang BPJS
inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka perpindahan PT ASABRI ke

BPJS dengan tenggat waktu sampai 2029 itu tidak dapat dilaksankan karena
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pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan
juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. karena Putusan MK tidak ada
upaya hukum lagi, ketentuan yang sebelumnya berlaku dalam Pasal 5 Ayat (3)
undang-undang SJSN yang menyatakan terdapat 4 badan penyelenggara jaminan
sosial maka, dapat digunakan kembali. Sehingga, PT ASABRI tetap
menjalankan atau mengelola badan penyelenggara jamianan sosial bagi TNI

setelah dikeluarkannya Putusan MK tersebut.

B. Saran
Berdasarkan pada kesimpulan penelitian di atas, maka dapat diajukan saran
penelitian sebagai berikut:

1. Di sarankan kepada lembaga legislatif untuk segara menindaklanjuti putusan
Mahkmah Konstitusi nomor 6/PUU-XVIII/2020 karena putusan tersebut
menyatakan suatu pasal dan/ayat dari suatu undang-undang tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat dengan cara membentuk aturan baru atau mengubah
ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang.

2. Di sarankan kepada lembaga legislatif untuk membentuk aturan mengenai
pemberian jaminan sosial bagi TNI dan Pensiunan TNI diselenggarakan oleh
badan penyelenggara jaminan sosial yang dibentuk khusus bagi anggota TNI
guna menjamin hak-hak TNI dengan memperhatikan faktor-faktor resiko

pekerjaan yang berbeda dengan pekerja pada umumnya.
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